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ABSTRAK

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945
Pasal 1 ayat (3), berbunyi: “ Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”. Konsekwensi dari pasal ini adalah bahwa setiap sikap,
kebijakan, dan prilaku alat negara dan warga negara harus
berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Pasal ini juga menegaskan
tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan
yang dilakukan oleh alat negara maupun warga negara.

Implikasi hukum pasal 1 ayat (3) di atas, bahwa dalam negara hukum,
hukumlah yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau
pemerintah, atau dengan kata lain hukum sebagai pemegang
komando tertinggi atau yang memimpin jalannya penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam arti, hakekat kekuasaan negara ada di tangan
rakyat, karena hukum itu sendiri dibuat atas dasar kekuasaan atau
kedaulatan rakyat. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dipahami
bahwa hakekat negara hukum adalah negara demokrasi, karena
negara hukum tidak bisa ditegakkan dengan mengabaikan prinsip
demokrasi. Berpijak dari uraian di atas, maka penulis merasa perlu
untuk menganalisis rumusan negara hukum dan demokrasi dalam
pemikiran hukum Islam lewat pendekatan historis keteladanan Nabi
di dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat memperoleh
jawaban dari pokok permasalahan, yaitu; Pertama, bagaimana
rumusan negara hukum dan demokrasi dalam hukum Islam. Kedua,
bagaimana konsep negara hukum dan demokrasi konteks Indonesia,
bila dilihat dari sudut hukum Islam.
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Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) konsep negara hukum dan
demokrasi dalam pemikiran hukum Islam adalah sebuah negara,
yang di dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara tersebut
menjamin adanya persamaan dan kebebasan warga negara, yang
notabene adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi
warga negaranya. Adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak-
hak asasi warga negara dalam konstitusi tersebut berimplikasi pada
pelaksanaan peradilan bebas sebagai cerminan adanya penegakan
keadilan hukum.(2) Konsep negara hukum dan demokrasi konteks
Indonesia, dilhat secara makro teoritis normative dengan melihat
rumusan pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat
(rumusan Pancasila) , penjelasan beberapa pasal UUD 1945 dan
beberapa pasal pasca amandemen UUD 1945 tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip dasar persaudaraan, persamaan dan
kebebasan yang mengacu pada ajaran tauhid dalam hukum Islam.
Namun dari segi empiris aplikatif, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar
kenegaraan tersebut belum optimal diamalkan oleh kalangan pejabat
negara maupun rakyat atau dengan kata lain masih banyak terjadi
pelanggaran tauhid konstitusi (tauhid al-dusturiyyah).

Kata Kunci: Demokrasi, pemikiran, hukum Islam

Pendahuluan

Pemikiran negarahukum di Barat
dimulai sgjak Plato dengan konsepnya
“bahwa penyel enggaraan negarayang
baik ialah didasarkan pada pengaturan
(hukum) yang baik” . Inilah yang disebut
denganigtilah Nomoi. | detentang negara
hukum atau rechsstaat dipopulerkan
kembali pada abad 17 sebagai akibat
dari Stuas politik di Eropayang bersifat

absolutisme.! Negara hukum me-
rupakan terjemahan langsung dari
rechsstaat.? I stilah rechsstaat sering di
indentikkan dengan the rule of law.
Karenakeduakonsep itu mengarahkan
pada suatu sasaran utama, yaitu peng-
akuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia. Meskipun dengan
sasaran utama yang sama, keduanya
tetap berjdan dengan S stem sendiri yaitu

1 Muhammad Tahir Azhari, 2003, Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari
Segi Hukum Islam, Jakarta; Prenada Media, hal.88-89.

2 Padmo Wahjono, 1977, Iimu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 teori ilmu hukum
nNegara dan Jellinek, Jakarta; Melatyi Studi Groub, hal. 30.
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sstem hukum sendiri 2

Rechsstaat muncul sebagai per-
juangan melawan absolutisme sehingga
bersfat revolusioner, sementarathe rule
of law berkembang secaraevolusioner.
Hd ini terbukti dari sistem hukum yang
dipakainya. Rechsstaat bertumpu pada
sistem hukum kontinental yang disebut
civil law. Sedangkan the rule of law
bertumpu pada sistem hukum yang
disebut common law. Ciri-ciri civil law
adalah adminigtras, sedang thecommon
law adalah yudicial #

Konsep NegaraHukum (rechss-
taat) di EropaKontinental sgjak semula
didasarkan pada filsafat liberal yang
individualistic® yang mempunyai unsur-
unsur; kepastian hukum, persamaan,
demokrasi, dan pemerintahann yang
melayani kepentingan umum.® Ide
konsep negarahukum berkembang pula
di negara-negara Anglo-Saxon yang
dipelopori oleh A.V. Dicey dengan
sebutan rule of law yang didasarkan
pada filsafat liberal individualistic
sebagaimanadalam rechsstaat. Unsur
utama dari rule of law ini adalah
supremas hukum, persamaan di hadapan
hukum atau equality before the law,

konstitusi yang didasarkan atas hak
perorangan.’

Unsur-unsur Negara hukum
(rechsstaat) secara umum adalah;
Pertama, adanya Undang-Undang
Dasar atau kontitusi yang memuat
ketentuan tertulis tentang hubungan
antara penguasa dan rakyat. Kedua,
adanya pembagian kekuasaan negara.
Ketiga, diakui dan dilindungi hak-hak
kebebasan rakyat.?

Perlindungan terhadap hak-hak
asas manusia bertumpu pada prinsip
kebebasan dan persamaan. Undang-
Undang Dasar akan memberikan jamin-
an secara kontitusional terhadap asas
kebebasan dan persamaan. Pembagian
kekuasaan untuk menghindari pe-
numpukkan kekuasaan dalam satu
tangan yang sangat cenderung pada
penya ahgunaan kekuasaan yang berarti
pemerkosaan terhadap kebebasan dan
persamaan.’

Berdasarkan rumusanunsur negara
hukumdi atas, makapaham negarahukum
secarasubtangal tidak dapat dipisahkan
dari kerakyatan. Sebab pada akhirnya,
hukum yang mengatur dan membatasi
kekuasaan negara atau pemerintah

3 PhilipusM. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya; Binallmu,

hal. 72.
“1bid.

5 Padmo Wahyono, “Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia’, dikutip oleh Muhammad Tahir

Azhari, Op.Cit., hal. 90

5 M.Scheltema, “De Rechsstaat “ dalam JW.M. Engls, et.al., “De Rachsstaat Herdacht “ dikutip

oleh Muhammad Tahir Azhari, Op.Cit., hal. 90.

7 Padmo Wahyono, “Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia’, dikutip oleh Muhammad Tahir

Azhari, Op.Cit., hal. 91.

8 Ni’matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal.74.

? Ibid.

18 SUHUF, \ol. 23, No. 1, Mei 2011: 16 - 40



diartikan sebagal hukumyang dibuat etas
dasar kekuasaan atau kedaul atan rakyat.
Hubunganyang erat antaranegarahukum
dan kerakyatan dapat disebut sebagai
negarahukumyang demokartis.’?

Hukum yang dibuat atas dasar
kekuasaan atau kedaulatan rakyat,
menjadikan kedaulatan rakyat me-
rupakan unsur material negarahukum,
yang dalam perkembangannyaterhadap
asas legalitas yang diartikan bahwa
pemerintah berdasarkan undang-undang
berkembang menjadi pemerintahan
berdasarkan hukum.. Asas legalitas
menjadi asasyang penting dalam negara
hukum, artinya dengan asas ini agar
Setiap tindakan pemerintah harus ber-
dasarkan hukum.

Asas legalitas berkaitan erat
dengan gagasan demokras dan gagasan
negara hukum. Gagasan demokrasi
menuntut agar setiap bentuk undang-
undang dan berbagai keputusan men-
dapatkan persetujuan dari wakil rakyat
dan sebanyak mungkin memperhatikan
kepentingan rakyat. Gagasan negara
hukum menuntut agar peneyel enggaraan
kenegaraan dan pemerintahan harus
didasarkan pada undang-undang dan
memberikan jaminan terhadap hak-hak
dasar rakyat.*! Penerapan asaslegdlitas
dalam sebuah negara hukum, akan
menunjang berlakunyakepastian hukum

dan berlakunyakesamaan perlakuan.?
Penegasan Indonesia adalah
negara hukum yang selama ini diatur
dalam penjelasan UUD 1945, dalam
perubahan UUD 1945 tel ah diangkat ke
dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3),
berbunyi: “ Negara Indonesia adalah
Negara Hukum”. Konsekwensi dari
pasal ini adalah bahwa setiap sikap,
kebijakan, dan prilaku alat negaradan
warga negara harus berdasarkan dan
sesuai dengan hukum. Pasal ini juga
menegaskan tidak boleh terjadi ke-
sewenang-wenangan dan arogansi
kekuasaan yang dilakukan oleh alat
negaramaupun warganegara
Implikas dari penegasan pasal 1
ayat (3) di atas, bahwa dalam negara
hukum, hukumlah yang mengatur dan
membatasi kekuasaan negara atau
pemerintah, atau dengan katalain hukum
sebagai pemegang komando tertinggi
atau yang memimpin jalannyapenye-
lenggaraan pemerintahan. Dalam arti,
hakekat kekuasaan negaraadaditangan
rakyat, karenahukum itu sendiri dibuat
atas dasar kekuasaan atau kedaulatan
rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara
hukum hendaklah dibangun dan di-
kembangkan menurut prinsip-prinsip
demokrasi atau kedaulatan rakyat,
sehinggarumusan pasal 1 ayat 3UUD
1945 sebagai penegasan bahwa I ndo-

10 Bagir Manan, 1994, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945”, dalam Ni’ matul

Huda, Ibid., 76.

1 Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara., Jakarta; Ull Press, hal. 67.
2 |ndroharto,” Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata’, dikutip Ni’ matul

Huda, Op.Cit., hal.78-79.
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nesia adalah negara hukum yang ber-
kedaulatan rakyat atau demokrasi.®
Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat dipahami bahwahakekat negara
hukum ada ah negarademokras, karena
negara hukum tidak bisa ditegakkan
dengan mengabakan pringp demokras.
Pemahaman seperti ini sesuai dengan
perubahan pasal 1 ayat 2 UUD 1945
yang sebeumnyaberbunyi: “ Kedaulatan
di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya
oleh Mgjlis Permusyaratan Rakyat “,
berubah menjadi “ Kedaulatan di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar . Kedaulatan di
tangan rakyat sebagai cerminan dari
negarademokradg, kedaul atan dil aksana-
kan menurut undang-undang merupakan
cerminan sebagal negarahukum.
Perubahan pasal 1 ayat 2 berarti
mengalihkan Negara Indonesia dari
ssemMPR¥*menjadi Sstemkedaulatan
rakyat yang diatur melalui UUD 1945.
UUD 1945 |ah yang menjadi dasar dan
rujukan utama dalam menjalankan
kedaulatan rakyat. Jika ketentuan ini

dihubungkan dengan pembukaan UUD
1945: “ Atasberkat rahmat Allah Yang
MahaKuasa“ , sedang rumusan Panca-
silapadaalinealV Pembukaan UUD
1945 istilah yang digunakan adalah “
Ke-TuhanYang MahaEsabukan Maha
Kuasa. Hal ini mencerminkan bahwa
dalam UUD 1945 diakui adanyakonsep
MahaKuasaTuhan dan MahaEsaTuhan
yang berarti pendiri negaralndonesia
mempunyai cita-citayang amat |uhur
yaitumewujudkannilai-nilai Ke-llahi-an
bangsa Indonesia dalam konteks ke-
hidupan bernegara.> Dalam arti, sila
pertamayaitu Ke-Tuhanan yang Maha
Esamerupakan dasar ke-1lahian bangsa
Indonesia dalam bernegara dan ber-
masyarakat, artinya penyelenggaraan
kehidupan dan bermasyarakat wajib
memperhatikan dan mengimplemen-
tasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang
MahaEsa® Berdasar pemikiranfilosofis
seperti ini, menurut Ismail Suny bahwa
UUD 1945 menganut gjaran K edaul atan
Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan Ke-
daulatan Hukum sekdigus.t’

13 Jimly Asshiddigie, 2004, Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah
Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta; FH-UI, hal. 56.

14 K edaul atan rakyat sepenuhnyadilakukan oleh MPR justru menggiring paham kedaul atan rakyat
itu menjadi paham kedaulatan negara yang biasa dianut oleh negara yang masih menerapkan paham

otoritarian.
15 Jimly Asshiddigie, Op.Cit., hal. 60.

6 Ahmad Azhar Basyir, 1985, Hubungan Agama dan Pancasila, Yogyakarta; Ull, hal. 9-10

17 lsmail Suny, 1984, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta; Aksara baru, hal. 8. Kedaulatan
pertama pada hakekatnya dipegang oleh Allah Swt.(K edaul atan Tuhan) dalam K onteks kehidupan negara
terwujud dalam kedaul atan rakyat yang berimplikasi rakyatlah yang memegang kekuasaan kedaul atanitu
melalui mekanismekenegaraan (Kedaulatan rakyat). Nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan bernegaradijabarkan
secaramusyawarah oleh rakyat melalui wakil-wakil nyadi DPR. Hasil dari musyawarah tersebut menjadi
ketetapan-ketetapan yang berbentuk undang-undang. Undang-Undang ini yang menjadi dasar berpijak
bagi pemerintah didalam penyelenggaran pemerintahan (K edaulatan Hukum).
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Berdasarkan rumusan di atas,
dapatlah dipahami bahwa konsep
rechtsstaat yang dianut oleh negara
Indonesia bukan konsep rechtsstaat
yang dianut oleh negarabarat ( Eropa
kontinental) dan bukan pulakonseprule
of law dari negara Anglo-Saxon,
melainkan negarahukum Pancasilayang
mempunyal unsur; bersumber dari Tuhan
Yang Maha Esa (bukan liberal indi-
vidualigtic), kebebasan beragamadaam
arti positip,*® adaperwakilan (MPR dan
DPR), Konstitusi ( UUD 1945), per-
samaan dan peradilan bebas.™

Penjdasandi aas, dapat dismpul-
kan bahwa negara Indonesia dapat
dipandang sebagai hegara hukum se-
kaligus negarademokras yang dijiwai
oleh Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Kesimpulan ini tercermin: Pertama:
pembukaan UUD 1945 dineapertama®
dan keempat (rumusan Pancasila).
Kedua: penjelasan UUD 1945 Pasal 1
ayat 3; “Negaralndonesiaberdasarkan
atas hukum, tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka’ . Ketiga: Pasal 1 ayat
2; “ Kedaulatan beradadi tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Pasal 4 ayat 1; “Pre-
siden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar” . Pasal 24 ayat
1. “Kekuasaan kehakiman merupakan

18 Atheisdilarang dibumi Indonesia

kekuasaan yang merdekauntuk menye-
|enggarakan peradilan gunamenegakkan
hukum dan keedilan”. Pasal 27: * Semua
warga negara memiliki persamaan
hukum dan hak-hak yang sama di
hadapan pemerintah”. Pasd 28: “Kemer-
dekaan berserikat, berkumpul, menge-
luarkan pikiran dan pendapat” . Pasal 29:
“ K ebebasan warganegarauntuk meng-
anut atau memel uk agamayangiayakini
kebenarannya’ . Pasadl 33dan 34: “Kese-
jahteraan sosial dan jaminan sosial
menjadi tanggung jawab pemerintah”.
Berpijak dari uraian di atas, maka
dalammakalahini penulismerasapelu
untuk menganalisis rumusan negara
hukum dan demokras dalam pemikiran
hukum Islam dengan mengacu pada
historisketeladan Nabi di dalam men-
jaankan pemerintahan, sehinggadapat
memperol eh jawaban dari pokok per-
masalahan dalam tulisan ini, yaitu;
Pertama, bagaimanarumusan negara
hukum dan demokrasi dalam hukum
Idam. Kedua, bagaimanakonsep negara
hukum dan demokrasi konteks Indo-
nesia, biladilihat dari sudut hukumIdam.
Pendlitianini menggunakan pen-
dekatan histories normative. Pen-
dekatan histories dilakukan untuk
melihat sgjarah politik Nabi Saw dalam
membangun sebuah negara M adinah.
Pendekatan normatif yaitu penditianyang

1 Muhammad Tahir Azhari, Op.Cit., hal.100-102.
2 Kemerdekaan itu ialah hak segalabangsaoleh sebabitu, penjajahan di atas duniaharus dihapuskan
karenatidak sesuai dengan peri kemnusiaan dan peri keadilan.
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dilakukan dengan tujuan menemukan
asas atau norma hukum Islam yang
berkenaan dengan ketatanegaraan.
Penelitian ini lazim disebut dengan
penelitian doktrinal atau doctrinal
research.? Pengumpulan datadengan
menggunakan metodedokumentas yang
berasa dari buku, jurnal, makalah yang
berkaitan dengan temapermasal ahan.

Sejarah Terbentuknya Negara di
Madinah

Ddam faktasgarah, padapriode
Makkah umat Islam belum memulai
kehidupan bernegara dan Nabi sendiri
ketikaitu tidak bermaksud mendirikan
suaunegara Mis Nabi sdamadi Makkah
terbataspadausaha-usahaberikut: Perta-
ma, mengajak manus uaagar meyakini
bahwatidak adaTuhan yang patut disem-
bah sdlainAllahYang MahaEsa, percaya
kepada malaikat-malaikatNya, rasul-
rasulNya dan hari kemudian. Kedua,
menggjarkan kepadamanusianila-nilai
kemanusaenyangtinggi agar merekatidak
tertipu oleh godaan hidup didunia yang
menyilaukan. Ketiga, menggak manusa
untuk selalumendekatkandir kepadaAllah

Swt. agar merekamendapat rahmat-Nya?

Nabi kemudian mengarahkan
dakwahnyakepada penduduk Yatsrib,
dari dakwahnya lahir perjanjian per-
sekutuan antara Nabi dengan kaum
Yatsrib yang dikenal dengan Bay’ah
‘Agabah. Isi perjanjian ini disepakati
oleh kedua belah pihak untuk saling
membantu, melindungi, dan membela
kesdlamatan, sertakepantingan masing-
masing. Bay’ah ‘agabah dipandang
sebagal cikd bakd lahirnyanegaraldam,
yang ddamilmu politik merupakansdah
satu teori asal usul negarayang disebut
dengan teori kontrak sosial atau teori
perjanjian masyarakat.?

Perjanjian Bay’ah *Agabah ter-
sebut memberi harapan baru bagi Nabi
untuk lebih percayadiri mendakwahkan
Islam dan kemantapan berhijrah ke
Yatsrib memenuhi permintaan para
pengikutnya. Beberapabulan kemudian
setelah Bay’ah *Agabah kedua, Nabi
memerintahkan kaummudimin Makkah
untuk hijrah ke Yatsrib. Setelah sebagian
besar kaum muslimin Makkah me-
ninggalkan Makkah, dan setelah turun
perintah untuk hijrah® ke Yatsrib (Madi-

2 Pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.Ketiga,
persatuan Indonesia.Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2 Soetandyo Wignjosoebroto, “ Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi”, dalam Bambang Sunggono,
2002, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta; RajaGrafindo Persada, hal. 88.

2 Musdah Mulia, 2001, Negara Islam : Pemikiran Politik Husain Haekal, Jakarta; Paramadina,

Hal. 180.

2 Teori ini menjelaskan bahwa pada mulanyamanusiaitu hidup dalam keadaan tidak bernegaralalu
merekamengadakan perjanjian untuk hidup bersamadan menyepakati salah seorang dari mereka sebagai
pemimpin.Lihat F Isywara, 1980, Pengantar Iimu Politik, Bandung; Bina Cipta, hal. 136-150.

% QS. Al-Bagarah;2:218
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nah), barulah Nabi menyusul bersama
Abu Bakar. Tercatat dalam sejarah,
keduanyatibadi Yatsrib pada16 Rabi’ ul
awal bertepatan dengan 20 September
622.%¢ K otaini menjadi julukan Madi-
nah al-Rasul, yang sekarang dikenal
dengan Madinah. Orang-orang musiim
yang hijrah ke Madinah dissbut golongan
Muhajirin, sedang orang-orang muslim
Madinah yang menyambut dan me-
nolong mereka dinamakan golongan
Anshor.

Dalam sgjarah, penduduk Madi-
nah merupakan masyarakat yang hete-
rogin (majemuk) yang terbagi menjadi
empat golongan besar, yaitu Muhgjirin,
Anshor, orang-orang Arab yang masih
musyrik, dan orang-orang Yahudi.?
Dalam ilmu politik, masyarakat yang
majemuk itu mempunyai perbedaan
kepentingan yang menyolok. Hal ini
dipengaruhi oleh factor caraberpikir dan
bertindak sendiri dalam mewujudkan
kepentingan masing-masing sesual
dengan filosofis hidupnya yang di-
pengaruhi oleh keyakinan , adat ke-
biasaan dan lingkungan sosialnya.?®
Masyarakat yang pluralismemiliki dua
sfat yang saling bertentangan yaitu satu
sisl, ingin bekerjasama, sisi lainingin
berkompetisi.® Artinya, bisamembawa
persatuan dan konflik sekaligus.®

Teori di atas terlihat dalam ke-
hidupan sosial masyarakat Yatsrib pra
Idam. K ehidupan merekatidak pernah
sepi dari peperangan dan permusuhan
antar suku dan kabilah, belumlagi antara
orang-orang arab dan Yahudi. Kondisi
penduduk yang majemuk dan mudah
tersulut konflik itulah yang dihadapi Nabi
ketikamulapertamadatang ke Yatsrib.

Nabi saw memahami benar kon-
dis masyarakat Madinah yang dihadapi-
nya. Masyarakat demikian sangat
memerlukan kehadiran seorang pe-
mimpin yang kuat yang dapat mem-
persatukan mereka. Langkah pertama
yang dihadapi Nabi adalah memberikan
ketenangan jiwabagi seluruh penduduk
kota itu. Semua golongan, termasuk
mudim, Yahudi dan penganut paganisme
diberi kebebasan yang sama dalam
mel aksanakan gjaran agamanya. Mere-
ka diberi kebebasan berpikir dan
menyatakan pendapat sertakebebasan
dalam mendakwahkan setiap agama-
nya.® Langkah nabi seperti ini sebagai
langkah politik yang cemerlang, sebab
dengan kebebasanlah manusia dapat
mencapa kebenaran dan kemajuan
menuju kesatuan yang integral dan
terhormat.

Langkah yang dilakukan Nabi,
khusus untuk menghadapi kalangan

2 Hasan | brahim Hasan, 1979, Tarikh Islam, Kairo; Maktabah Nadlah, hal. 100

2 |bid., hal. 102.

2 Miriam Budiarjo, 1989, Dasar-Dasar IImu Politik, Jakarta; Gramedia, hal. 32.

2 |bid.

% 1bnu Khaldun, 1958, The Mugaddimah, New York; Pantheon Books, hal. 264.
81 Husein Haekal, 1968,Hayatu Muhammad, Kairo; Matba ah Surunah, hal., 186.
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kaum mudim, yaitu dengan membangun
Masgjid. Magjid diutamakan karena
masid mempunyai fungsi ganda; Per-
tama, magid sebagal lembagakeagama:
an yang digunakan untuk beribadah
kepadaAllah Swt. Kedua, magid sebagai
lembaga sosial, yang digunakan untuk
berbagal kegiatan sosia yang bertujuan
untuk mempererat hubungan danikatan
persaudaraan sesamamudim.®
Mempererat hubungan dan ikatan
persaudaraan sesamamudim dimaksud-
kan untuk menghilangkan benih-benih
permusuhan antar kabilah yang pernah
tersemai dilubuk hati mereka dimasa
sebelum Islam. Persaudaraan tersebut
dibangun atas dasar ikatan agamadan
semata-mata mengharap ridho Allah
Swt., bukan atas dasar nasab dan
kabilah.® Ikatan persaudaraan yang
dijalin demi keridhoan Allah semata-
meata, tanpadinodai oleh berbagai ikatan
primordial ini mampu membuat sese-
orang muslim mencintai saudaranya
sebagal iamencintal dirinyasendiri. Hal
ini sebagal reflekd dari keyakinanmereka
bahwa bel um sempurnaiman seseorang
sebelumiamencintal saudaranyaseperti
mencintai dirinyasendiri.*
Daammenghadapi golongannon
muslim, khususnyakaum Yahudi, Nabi

* |bid., hal. 185-186.
#|bid., hal.192.

membuat perjanjian tertulis dengan
mereka. Isi perjanjian itu, terutama
menitikberatkan persatuan kaum mus-
limin dan kaum yahudi, menjamin
kebebasan beragamabagi semuagolong-
an, menekankan kerjasama, persamaan
hak dan kewajiban di antara semua
golongan ddam mewujudkan pertahanan
dan perdamaian, dan mengikis segala
bentuk perbedaan pendapat yang timbul
dalam kehidupan bersama. Perjanjianini
dibuat pada tahun pertama Hijrah,
sebelum perang Badar dan dikenal
dengan nama “Piagam Madinah”.
L angkah-langkah Nabi membuat per-
janjian Piagam Madinah sebagai ke-
putusan yang amat [uhur dan merupakan
fasepalitik yang tel ah diperlihatkan Nabi
dengan sega akecakapan, kemampuan,
dan pengalamannya yang membuat
orang tunduk hormat kepadanyadengan
rasa kagum.*Banyak pakar politik
menyatakan bahwa Piagam Madinah
merupakan Konstitusi Negaratertulis
pertamadi Dunia.* Beberapaprinsip
penting telah dil etakkan dalam kondtitus
itu, yaitu, persamaan, keadilan, ke-
bebasan beragama, jaminan sosia dan
tanggung jawab bersama dalam ke-
amanan.®” Dalam piagam inilah untuk
pertamakali dirumuskan ide-ideyang

34 mam Bukhori Muslim, Shohih Bukhori dan Muslim, Surabaya; Binallmu, hal. 134.

% Husain Haekal, Op.Cit. hal.187-188.

36 Zaenal Abidin Ahmad, 1973, Piagam Nabi Muhammad Saw Sebagai Konstitusi Negara Tertulis

Pertama di Dunia, Jakarta; Bulan Bintang, hal.

$7 Muhammad Hamidullah, 1974, Pengantar Studi Islam, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 25-26. Lihat
Munawir Sadzali, 1990, Islam dan Tata Negara, Jakarta; Ul Press, hal. 9-10
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sekarang menjadi pandangan hidup
modern di dunia, seperti kebebasan
beragama, hak setiap kel ompok untuk
mengatur hidup sesual dengan keyakinan-
nya, kemerdekaan hubungan ekonomi
antar golongan serta kewgjiban bela
negara.®® Piagam Madinah sebagai
dokumen politik yang patut dikagumi
sepanjang sgjarah dan sekaligusmem-
buktikan bahwaNabi Muhammad Saw
bukan hanyaseorang rasul melainkan
juga seorang negarawan.® Piagam
tersebut sangat revol usioner dan sangat
mendukung gagasan Nabi bagi ter-
ciptanyasuatu masyarakat yang tertib
danmagemuk, yang sebelumnyamasya
rakat Arab tidak pernah hidup sebagai
satu komunitasantar suku dengan suatu
kesepakatan*®dan piagam madinah
sekaligussebagal landasan hukum hidup
bernegarabagi masyarakat majemuk di
Madinah.** Oleh sebab itu, terwujudnya
Suatu perjanjiantertulisyang dibuat oleh
Nabi dan diterimaoleh semuagolongan
dapat dipandang sebagai proses pen-
dahuluan dari terbentuknya negara di
Madinah di bawah pimpinan Nabi Saw.*?

Madinah dapat dipandang sebaga
sebuah negara, karenatelah memenunhi
syarat minima terbentuknyanegarayaitu.
wilayah, penduduk dan pemerintah.

Dalam konteks masyarakat Madinah
yang dipersatukan oleh Nabi Saw,
ketiga unsur tersebut terlihat secara
nyata. Pertama, masyarakat tersebut
memiliki wilayahtertentuyaituMadinah.
Kedua, semua golongan masyarakat
(muslim, Yahudi dan orang-orang
musyrik) mengakui dan menerimaNabi
sebaga pemimpindan pemegang otoritas
politik yang sah dalam kehidupan
mereka. Ketiga, golongan-golongan
yang ada memiliki kesadaran dan
keinginan untuk hidup bersamadalam
rangka mewujudkan kerukunan dan
kemasl ahatan bersama.K einginan ter-
sebut tertuang dalam perjanjiantertulis
yaitu Piagam Madinah.®
PerigiwahijrahkeMadinehmeru-
pakan kehidupan baru bagi Nabi yaitu
kehidupan politik, yang secaraimplisit di
dalamnyaterkandung pengertian bahwa
di Madinah merupakan tempat dimulai
kehidupan bernegarabagi umat Islam.
Sgjarah menunjukkan bahwaNabi mem-
bentuk suatu pemerintahan berdasar vis
kenabiannyayang sarat dengan muatan
nilai-nilal persaudaraan, persamaan dan
kebebasan. Kehadiran Nabi dan gjaran-
nyamerupakan jawaban terhadap Stuas
sosial, ekonomi, politik, dan kultur
masyarakat M adinah padawaktu itu.

% Nurcholis Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta; Paramadina, hal. 195.

3 Munawir Sadzali, Op.Cit., hal. 15-16..

4 Asghar Ali, 1993, Islam dan Pembebasan, Yogyakarta; LKIS, hal. 19.

4 Husain Haekal, Op.Cit., hal. 189.
“2 |bid.,. hal, 172-175.
4 Musdah Mulia, Op.Cit., hal.190.
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Islam yang dibawa Nabi meng-
garkan bahwaTuhan hanyasatu. Semua
manusia sama derajadnya di hadapan
Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada
perbedaan antaraorang arab dan bukan
arab, kecuali taqwanya. Semua bebas
dalam arti tidak terikat oleh kekuasaan
manapun, kecuali kekuasaan Allah Sit.
Berdasar nilai-nilai tersebut, tidaklah
layak seorang kepala negara meng-
istimewakan dirinyasehinggaberbeda
dengan rakyatnya dan iawajib mere-
alisasikan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan yang nyatadi masyarakat.

Negaraakan tetap kuat dan jaya
sedlamanila-nilai luhur yang terkandung
dalamgaran|dam seperti persaudaraan,
persamaan dan kebebasan dijunjung
tinggi oleh pemeluknya baik sebagai
aparat negara maupun rakyat dan
sebaliknya, jika nilai-nilai luhur itu
diabaikan, kehancuran negara tidak
dapat di el akkan.

Prinsip-Prinsip Dasar Bernegara
Hasil penelitian para ahli me-
nyimpulkan bahwa tidak ada satu
ayatpun yang secarakhusus menerang-
kan bentuk negara. Oleh karenaitu, tidak
heran jikabentuk negaradalam Islam
berkembang sesuai dengan kondisi
zaman dan tempat, sejak zaman Nabi
Muhammad saw. hinggakini.* Hal ini,

tidak berarti bahwa a-Qur’an sama
sekali tidak mengandung petunjuk bagi
kehidupan bernegara. Dalam rangka
mengatur kehidupan manusiadi bumi,
termasuk dalam kehidupan bernegara, d-
Qur’ an cukup menggariskan prinsip-
prinsip dasar berupaseperangkat nilai
etika untuk dijadikan landasan bagi
kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip
dasar tersebut adalah persaudaraan
sesama manusia, persamaan antar
manusia dan kebebasan manusia.*
Ketiga prinsip dasar inilah yang di-
praktekkan nabi dalam membangun
kehidupan bernegara® ketika mulai
hijrah dan selamamenetap di Madinah.

1. Prinsip Persaudaraan Sesama
Manusa

AjaranAllahyang diwahyukan
kepadamanusialewat rasul mencakup
berbagai aspek. Aspek terpenting dari
gjaran itu adalah tauhid. Paham tauhid
menggarkentiadaTuhansdanAllahdan
hanyaAllahlah penciptaalam semesta.
Seluruh manusia, bahkan seluruh
makhluk berasal dari sumber yang satu
yaitu Allah Swt. Paham seperti ini
membuahkan keyakinan bahwamanusa
seluruhnyabersaudara, meskipun ber-
lainan warna, bangsadan bahasabahkan
agama.

4 Harun Nasution, 1985, Perkembangan Modern Dalam Islam, Jakarta; Yayasan Ohor Indonesia,

hal. 10
# Musdah Mulia, Op.Cit., hal.109.

4 termasuk dalam menyusun konstitusi Piagam Madinah
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Persaudaraan dalam Islam me-
rupakan pring p yang sanget esensa dan
mencerminkan tingkat keimanan sese-
orang. Persaudaraan sesamamanusia
diwujudkan dalam bentuk rasasaling
mengasihi dan mencintai di antara
manusia.*’ Hadits Nabi Saw ; “ Se-
sungguhnyaseseorang bertanyakepada
Nabi Saw; perbuatan gpakah yang paing
baik dalam Islam ?. Nabi menjawab ;
Engkau sudi memberi makan dan mem-
beri salam kepada orang yang engkau
kena maupuntidak” . Daam haditslain
disebutkan: “ Barang Siapayang dapat
melindungi dirinya dari api neraka,
hendakl ahiabersedekah sekdipun hanya
dengan sebutir korma, kalauitu puntidak
ada, maka dengan kata-kata yang
baik.”#

Berdasarkan haditsdi atas, meng-
g ak agar manusiamemandang manusia
lain sebagal saudaradan memperlakukan
merekadengan carayang baik, penuh
rasacintadan kasih sayang semata-mata
demi mengharap ridho Allah Swt.
Persaudaraan harus didasari olehjiwa
yang kuat dan kemauan bebas se-
penuhnya yang dibina semata-mata
mencari ridho Allah. Dalam arti,
persaudaraan itu harustimbul dari jiwa
yang tegar, tidak takut kepadasiapapun,
kecudi padaAllah. Jwaseseorang tidak
akan kuat selama ia masih berada di

47QS. Al-Naml;4:1

bawah kekuasaan makhluk lain atau
kekuasaan hawanafsunya.Hal ini yang
merupakan sebab Nabi dan pengikutnya
hijrah ke Madinah agar merekaterlepas
dari kungkungan kekuasaan Quraisy
yang akan membuat jiwamerekamen-
jadi lemah.

Perkataan dan perbuatan Nabi
saw merupakan contoh teladan dari
gjaran persaudaraan dalam bentuk-nya
yang amat sempurna. Beberapacontoh
tersebut adal ah bahwameskipun Nabi
telah menduduki posisi sebagal kepala
negara, beliautidak pernah menampak-
kan dirinya dalam gaya orang yang
berkuasa. Beliautidak ingin dihormati
dan diperlakukan sebagaimanalayaknya
seorang raja atau sultan, tetapi beliau
tetapingindiperlakukan sebagal manusa
biasa Ha ini sshagaimanaucapan beliau:
“ Jangan aku dipujaseperti orang-orang
Nasrani memuja anak Maryam. Aku
hanyalah hamba Allah. Karena itu,
panggilah aku dengan hambaAllah dan
rasul-Nya*®

Persaudaraan yang dibina oleh
Nabi akhirnyamelahirkan persatuan di
kalangan kaum muslimin yang pada
gilirannyamembawaterci ptanyaumat
yang satu yang diikat oleh persamaan
agidah, yang kemudian dapat mengikis
benih-benih permusuhan lamadiantara
mereka. Pembinaan persaudaraan yang

48 Imam al-Bukhori, Shohih al-Bukhori, Beirut; Dar a-Fikr, jilid V11, hal. 128
4 Imam Muslim, Shohih al-Muslim, Beirut; Dar al-Fikr, jilid, I, hal. 406.

% 1bid.
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dilakukan Nabi tidak hanyauntuk kaum
mudiminmeainkanjugakepadagolongan
non muslimin khususnyakaum Yahudi
yang bermukim di M adinah dan sekitar-
nya. Nabi berhasil mewujudkan suatu
ikatan perjanjian sahabat dengan kaum
Yahudi dan merupakan pring p kebebas-
an beragama dikalangan penduduk
Yatsrib. Perjanjian tersebut dikenal
dengan namaPiagam Madinah, sebuah
dokumen politik yang patut dikagumi
sepanjang sgiarah. Tindakan Nabi seperti
merupakan upayaawa bagi pembinaan
kesatuan politik dan organisasi yang
sebelumnya tidak dikenal dikawasan
Hijaz (wilayah Jazirah Arab).5! Dengan
demikian, gjaran persaudaraan sesama
manusiaberimplikas kepadatimbulnya
persatuan®® diantara sesama manusia
tanpamembedakan agama, bahasa, dan
warnakulit.®®

Ajaran persaudaraan sesama
manusia, di samping berimplikas pada
rasa persatuan yang kuat, juga akan
berimplikas pulapadarasasolidaritas
sosa tanpamembedakan statussoasia
merekayang akhirnyaakan membawa
perdamai an. Ajaran persaudaraan dapat
membawa perdamai an dapat dicermati
makna peperangan yang terjadi di masa
Nabi. Islam adalah agama yang cinta

51 Musdah Mulia, Op.Cit., hal.117-118.

damai. Sgjarah memperlihatkan bahwa
peperangan yang dilakukan Nabi dan
parapengikutnyabukan dimotivas oleh
keinginan memburu harta rampasan
perang dan menduduki daerah-daerah
yang subur melainkan untuk melawan
musuh-musuh | slam yang mel akukan
intimidas dan mebujuk umat [Idam untuk
meninggalkan agamanya atau meng-
halangi untuk beribadah kepedaAllah.>

2. PringpPersamaanAntar Manusia
Prinsip persamaan merupakan
perwujudan dari gjaran tauhid, yaitu
bahwa bahwa Dia (Allah) lah yang
menciptakan semua manusia dan di-
hadapan-Nya, ssmuamanusiaitu sama,
yang membedakan manusiahanyalah
takwanya kepada Tuhan.% Prinsip
persamaan antar manusi adipraktekkan
olehnabi ketikamenghadapi masyarakat
arab yang masihterkotak oleh suku dan
kabilah dan masih memegang kuet tradis
jahiliyah yang melihat manusiasecara
hierarkis. Padahal 1dam menghendaki
tatanan masyarakat yang di dalamnya
tidak ada kelas dan kasta. Menurut
Fazlur Rahman, bahwa Islam tepat
dikatakan sebagai agamaegalitarian.®
Ajaran egalitarian Islam tidak hanya
mencakup persamaan di mukahukum,

52 Suatu bangsa, umat, dan negaratidak akan berdiri tegak biladidalamnyatidak terdapat persatuan
di antarawarganya. Adaduaunsure yang menjadi perekat persatuan yaitu adanyarasakasih sayang dan

keinginan untuk saling bekerjasama.
% Musdah Mulia, Op.Cit., hal 119.
% 1bid.
% QS a-Hujurat, 49;13
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melainkan lebih luasdaripadaitu, yaitu
persamaan di hadapan Tuhan. Per-
samaan dimukahukumberimplikas pada
soa pelaksanaan hukum, yaitu bahwa
semua manusia berhak mendapatkan
perlakuan yang sama dimuka hukum.
Sedang persamaan di hadapan Allah
berimplikas kepadatimbulnyapersatuan
dan perdamaian. Persamaan manusia
dihadapanAllah sebagal landasan persa-
tuan Idam, sedang persamaan manusiadi
muka hukum sebagai landasan sistem
kemasyarakatan atau bernegara.™
Persamaan antar manusiadi muka
hukum dalam dunia modern dapat
melahirkan sistem negarayang demo-
kratis, dantentunyaakan akan lebih baik
lagi, jika dilandasi dengan prinsip
persamaan di hadapan Tuhan. Hal ini
yang membedakan antaranegarademo-
kratis dalam Islam dengan negara
demokratisdalam duniabarat. Imple-
mentas prindp persamaan antar manusia
dalan penyelenggaran pemerintahan
add ah seseorang yang menduduki posis
sebagai pemimpin tidak perlu merasa
lebihtinggi daripadabawahannya Daam
kehidupan negara setiap warganegara

memiliki hak dan kewgjiban yang sama,
tanpamelihat posis danjabatan mereka.
Oleh karenaitu, parapemimpin negara
dilarang memperl akuanwarganegaranya
secara diskriminatif. Semua warga
negaramemiliki hak yang samauntuk
berpartisipasi dalam pembangunan
negara. Tidak ada perbedaan antara
kalangan pejabat, rakyat biasa, suku, ras
bahkan agama baik di depan hukum
maupun dalam ha pel aksanaan undang-
undang (konstitus) negara.®
Pemerintahan dalamdamaddah
pemerintahan yang terbuka, setiap
individu untuk berpartisipasi dalam
kegiatansosd palitik. Tingkat partispas
sogd palitik yangtinggi ddamidam,itu
berakar dari adanya hak-hak pribadi
dan masyarakat yang tidak boleh
diingkari. Hak pribadi dlam masyarakat,
membawakepadatimbulnyatanggung
jawab bersamaterhadap kesgjahteraan
parawarga Sebaiknya, hak masyarakat
atas pribadi warganya menghasilkan
kewajiban setiap pribadi warga itu
kepadamasyarakat. Hak dan kewgjiban
sesungguhnyamerupakan duasis dari
hakekat manusiadan martabatnya.>®

% Fazlur Rahman, 1994, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Bandung; Mizan, hal. 128.

5" Husein haekal, Op.Cit., hal.93.

%8 Pelaksanaan prinsip persamaan pernah secara nyata diperlihatkan oleh kedua kholifah sesudah
nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khaththab. Pidato Abu bakar ketiak dilantik : “ saya terpilih
menjadi pemimpin kalian, padahal saya bukan orang yang terbaik dinatara kalian. Jika saya berbuat
baik, dukunglah saya. Jika saya berbuat salah luruskanlah. Taatlah kepada saya selama saya kepada
Allah, tetapi janganlah kalian taat bila saya durhaka kepadaNya. Lihat Munawir sadzali, Op.Cit., hal.
28. Pidato Umar bin K haththab ketikadilantik : “ Barang siapadi antarakalian melihat dalam diri saya
ada penyimpangan, luruskanlah. Seketika itu tampil seorang yang hitam kulitnya membawa pedang
sambil berkata : wahai Umar, jika kami melihat ada penyimpangan dalam diri anda, pasti akan kami
luruskan dengan pedang ini. Lihat Munawir sadzali, Op.Cit. hal 29.

% Nur Cholis Madjid, Op.Cit., hal. 563.
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Pringip persamaan antar manusia
dipraktekkan olen Nabi ketikamemilih
dan mengangkat orang-orang seperti
Sdmana-faris (mulimnonarab), Zayd
ibn Haritsah (bekasbudak), Usamahibn
Zayd menjadi panglimaperang. Padaha
ketikaitu, banyak dari kalangan Quraisy
yang pantas menduduki posisi sebagai
panglima. Pengangkatan panglimaoleh
Nabi ini bukan didasarkan pada per-
tibangan kekeluargaan, kesukuan,
kebangsawanan, dan posisi dalam
kabilah, melainkan didasarkan pada
prestas dan keahliannya. Persamaan di
bidang hukum memberikanjaminan akan
perlakuan dan perlindungan yang sama
terhadap semuaorang tanpamemandang
kedudukannya, apakah iadari kalangan
rakyat biasa atau dari alangan €lit.%
Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi
sebagai kepalanegaraMadinah, ketika
adasementarapihak yang menginginkan
dispensas karenatersangkaberasal dari
dari kelompok dlit. Nabi berkata: “ Demi
Allah, seandainya Fatimah putriku
mencuri tetap akan kupotong tangan-
nya’ st

Ajaran persamaan antar manusia
berimplikas padapel aksanaan musya-
warah. Dilihat dari sudud kenegaraan,

8 Muhammad Tahir Azhari, Op.Cit.,, hal. 126.

musyawarah adal ah suatu ringp konsti-
tusiona yang wajib dilaksanakan dalam
penyel enggaraan pemerintahan dengan
tujuan untuk mencegah lahirmyakeputus-
an yang merugikan kepentingan umum
atau rakyat. Dalam arti, musyawarah
berfungs sebagai “rem” atau pencegah
kekuasaan yang absolut dari seorang
penguasaatau kepalanegara.®> Dalam
sebuah haditsNabi digambarkan sebagal
orang yang paling banyak melakukan
musyawarah®® Prinsip musyawarah
diperlihatkan secara nyata oleh Nabi
selaku kepala negara di Madinah.
Bahkan beliautelah ,menjadikanprinsp
musyawarah ini sebagai dasar dalam
sistem pemerintahannya. Bukti sgjarah,
Nabi meakukan musyawarah ddamha
penentuan taktik perang dalam perang
badar. Dalam musyawarah ini, Nabi
mendengarkan saran dari Hubab ibn
Munzir mengenai tempat yang strategis
untuk dijadikan markaspasukan. Ajaran
Musyawarah merupakan asas bagi
pemerintahan dalam Idam®

Ajaran persamaan antar manusia
tidak hanyaberimplikasi padaprinsip
musyawarah, juga berimplikas pada
penegakan keadilan sosial. Keadilan
sosia dalam Idam dibangun atas dasar

51 |mam Abu Dawud, Shohihal-Imam Abu Dawud, Beirut; Dar al-Fikri, hal. 345.
52 Muhammad S El-Awa, “ Sistem Poalitik dalam pemerintahan Islam”, dalam MuhammadTahir

Azhari, Op.Cit., hal. 112

8 dalam haditslain disebutkan : “ Kumpulkan paraahli ibadat yang bijaksanadi antaraumatku dan
musyawarahkanl ah urusanmu itu diantarakamu dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat

sgd’.
54 QS. Al-Syura;42:38 dan Ali Imron,3:159.
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bahwa semua hak milik atas harta
kekayaan bukan milik absolut dari
pemiliknya. Hartatersebut pada hake-
ketnyaada ahtitipanAllah untuk diputar-
kan dan dibelanjakan demi kepentingan
bersama. Oleh sebab itu, harta tidak
boleh dimonopoli oleh seseorang atau
suatu golongan.® Penjabaran keadilan
sosial, perlu mempertimbangkan per-
bedaan alamiyah dan bakat di antara
manusia Manusiatidak sama, baik dari
dergjad, ilmu, kekayaan, pangkat
maupun statussosanya Oleh sebabituy,
yang penting dalam aplikasi keadilan
soasial dalam sebuah negara adalah
menciptakan adanya peluang dan ke-
sempatanyang samabagi ssmuamanusia
untuk mengembangkan kemampuan dan
keasanggupan damiyahnya. Inilahyang
sering disebut dengan demokrasi soga.®

3. PrinspKebebasan Manusa

K ebebasan manusiaadal ah seba-
gai refleksi dari paham tauhid. Ajaran
tauhid: “Tidak adaTuhan selainAllah”
hakekatnya merupakan pembebasan
jiwa manusia dari segala jerat dan
bel enggu, sekaigusmenjadi pendorong
kekuatan intlektual dan material yang
bebasdari ikatan-ikatan perbudakan dan
primordiaismeatau kekuasaan S gpapun
kecuali kekuasaanAllah. Hanyadengan

kebebasan manusia dimuka bumi ini
dapat mencapai kebenaran dan ke-
maj uan menuju terciptanya suatu ke-
satuan yang integral dan terhormat.
Prinsip kebebasan dalam Islam tidak
membeda-bedakan manusia. Oleh sebab
itu, 1slam tidak mengenal hierarkhi
gergasebagamanadalam garan agama
Kristen. Ketika Kristen memblenggu
manusia lewat gereja, justru Islam
mengajarakan hal yang sebaliknya
bahwayang patut disembahitu hanyaah
Allah.%” K ebebasan add ah sesuatu yang
esensial dalam kehidupan manusia.
Dengan kebebasan, manusia dapat
mencapai kebenaran, kemajuan dan
kesatuan, bahkan dalam Islam ke-
bebasan merupakan salah satu gjaran
fundamenta .

Penjelasan di atas, dapat dipahami
bahwa hal pertama yang diperlukan
manusia, baik secaraalamiyah maupun
akliyah, adalah kebebasan. K ebebasan
dalam mencari kebenaran akan meng-
antarkan orang kepada kebenaran
tersebut, dan bila kebebasan ini tidak
diperoleh, kebenaranitupun tidak akan
didapat. K ebebasan merupakan esens
manusi akarenakebebasan inilah yang
membuat diri manusia lebih tinggi
dergadnyadari padahewan dantumbuh-
tumbuhan.®

% Muhammad Quraisy Syihab, 1996, Wawasan al-Qur’an, Bandung ; Mizan, hal. 111

% Ibid.
6 Musdah Mulia, Op.Cit., hal. 142.
& |bid.
% Musdah Mulia, Op.Cit., hal.143.
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Paham kebebasan dalam Islam
adal ah kebebasan yang sejalan dengan
ridho Allah dan batas-batas yang
ditentukan syari’ at atau sejalan dengan
petunjuk al-Qur’ an dan Sunnah. Hal ini
sebagai manadal am hadits di sebutkan:
“Yang dissbut mudim addah orangyang
tidak menggangu ketentramanoranglan,
baik dengan perkataan maupun per-
buatan”.”® Haditsini, menggarkan orang
tidak bebas semaunya, melainkan harus
mempertimbangkan apakah perbuatan-
nyaitu menggangu orang lain atautidak.
Islam memberikan kebeasan yang
sempurnakepadamanusiauntuk berbuat
apasga kecudi ddamhd-hd yangtdah
ada ketentuan syari’at atasnya. Ke-
bebasan dalam | dam adal ah kebebasan
yang terbatasbukan kebebasan mutlak.™

Prinsip kebebasan dalam Islam
mencakup empat kebebasan yaitu
kebebasan beragama, kebebasan ber-
pikir, kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan dari rasalapar dan takut.

a. Kebebasan Beragama,
Strategi politik Nabi pertamamem-
bangun negaraM adinah ada ah tidak
pernah memikirkan kedudukan, harta,
dankemewahanlainnya Nabi hanya
memikirkan bagaimanamenegakkan
kebebasan beragamadan menyata-

" Imam Bukhori, Op.Cit., 8-9.
" Musdah Mulia, Op.Cit., hal. 144.

kan pendapat di kalangan penduduk
Madinah’ sehingga tidak ada lagi
orangdi intimidas lantaranagamadan
pendapatnya. Dalam menghadapi
masyarakat yang pluraliskeberaga-
maan di Madinah, Nabi menerapkan
kebebasan beragama. Semuapendu-
duk, tanpamemandang agamamere-
ka, memperoleh kebebasan sama
dalam hal melaksanakan garan
agama, menyatakan pendapat, dan
mempropagandakan agamamasing-
masing.” Redlisas dari pringp kebe-
basan beragamaterlinat ddamPiagam
Madinah. Kebebasan beragama
secaratekstud diatur dalam pasal 25
PliagamMadinah: “ bagi orang-orang
Yahudi agama meraka dan bagi
orang-orang |dam agamamereka“.
Terkait dengan Kongtitus Madinah,
terdapat tigahal penting: Pertama,
telahterciptakonstelas sosd-politik
di negaraMadinah yangterdiri dari
orang-orang Islam dan non Idam,
antara lain Yahudi. Kedua, Ke-
dudukan orang-orang Yahudi diatur
dengan jelas dalam konstitusi
Madinah. Ketiga, Ada jaminan
persamaan baik perlindungan mau-
pun keamanan bagi orang-orang
Idam maupun orang-orang Yahudi.™

72 Harun Nasution, 1986, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta; Ull Press, hal. 60.
 Husein Haekal, Op.Cit., hal. 122 dikutip oleh Musda Mulia, Op.Cit, hal. 149. Lihat QS. Al-

Kafirun;109: 6. QS. al-Bagarah;2:256.

74 Said Ramadhan, “ Islamic Law:Its Scope and Equity’, dalam Muhammad Tahir Azhari, Op.Cit.,

hal.164-165.
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Berdasar ketiga hal di atas, dapat
disimpulkan bahwa kebebasan
mel aksanakan agamadan keyakinan
bagi komunitas-komunitas agama
yang adadi Madinah dijamin secara
kongtitusiond atau dengankatalain
kebebasan beragamadijamin oleh
negaradan Undang-Undang.”™

. Kebebasan Berpikir dan Menyata
kan Pendapat.

Sesungguhnya kebebasan berpikir
merupakan pertanda kehidupan.
Sebaliknya, kebekuan berpikir
adalah pertanda kematian. Ke-
bebasan berpikir merupakan ruh
sekaigusinti kehidupan. Kehidupan
tanpakebebasan berpikir dirasakan
tidak ada manfaatnya. Adanya
kebebasan berpikir itulah yang
mebuat manusia dipandang lebih
muliadari makhluk lain.” Tujuan
kebebasan berpikir adalah mem-
bebaskan pikiranmanusiadari segda
bentuk paksaan dan takhayul, mem-
bimbing pikiran manusia ke arah
pilihan dan pandangan yang lebih
baik, dan mengarahkan kebebasan
berpikir kebidang kellmuan.” Tujuan
prinsip kebebasan berpikir dan
menyatakan pendapat ini diterapkan
dalam kehidupan bermasyarakat
adal ah untuk mendorong manusia

> Musdah Mulia, Op.Cit., hal. 152.
6 |bid. hal. 160.

mengembangkan ilmu, termasuk di
dalamnya ilmu agama yang pada
gilirannya membawa kepada ke-
majuan ilmu dan peradaban.”
Aplikasi dari prinsip Kebebasan
berpikir, jikatidak dikembangkan
dalam kehidupan negara, sulit bagi
negara tersebut untuk maju dan
berkembang.

. Kebebasan dari kel aparan dan takut

Surat d-Anfa ayat 78 dand-Taubah
ayat 71 mendorong agar manusia
untuk membebaskan sesamamanu-
siadari kelaparan dan kekurangan
pangan. Al-Qur’ an telah menetap-
kan sejumlah sumber dana untuk
jaminan sosd bagi masyarakat yang
memerl ukannyadengan berpedoman
kepada prinsip keadilan sosial dan
keadilan ekonomi. Sumber dana
yang dimaksud adal ah zakat, infak,
sedekah, hibah dan wakaf. Sumber-
sumber danatersebut, jikadikelola
secaraoptima dengan menggunakan
manajemen yang modern akan
merupakan solusi yang tepat bagi
problemakemiskinan dan kel gparan
yang didami olehmanusia’™ Pringp
kesegjahteraan dalam Islam adalah
bertujuan untuk keadilan sosia dan
keadilan® ekonomi bagi masyarakat

" Mushtafaal-Zarga® 1965, al-Madkhal fi al-Figh al-”’Amm, Damaskus; tp. Hal. 30-31.

8 1bid.

Yusuf al-Qardzawi, Zakat, Beirut; Dar al-Fikr, hal, 872-878.,

8 Muhammad Tahir Azhari, Op.Cit., hal. 152.
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atau seluruhrakyat.® Oleh sebabitu,
para pemimpin negara hendaklah
memperhatikan kesejahteraan
rakyatnya, bukan hanya memper-
hatikan kepentingan dirinya sgja.
Rakyat itulah padahakekatnyayang
menjadi tumpuan keselamatan
negarabaik dalam keadaan damai
atau perang.®> Negaraberkewgjiban
mengatur dan mengal okasikan
sumber-sumber dana yang cukup
untuk keperluanjaminansosid bagi
rakyatnya. Jaminan sosia itu men-
cakup tunjangan orang tua, pensiun-
an, orang cacat, beasiswvabagi yang
menuntut ilmu dan lain-lain. Peme-
rintah menyediakan pula sarana-
sarana peribadatan, pendidikan,
panti asuhan, rumah sakit, dan
keperluansosd lainnya

Kebebasan dari rasa takut di-
perlukan dalam rangkamenciptakan
masyarakat yang aman, tertib, dan
teratur. Kebebasan dari rasa takut
pada gilirannya dapat membawa
terciptanyarasaaman, damai, adil di
dalam kehidupan masyarakat yang
pada akhirnya akan mewujudkan
ketentraman. Sebab, ketentraman
masyarakat merupakan syarat
mutlak bagi suksesnyapengelolaan
sebuah negara. Prinsip kebebasan
dari rasatakut telah dilakukan oleh
Nabi ketika pada awal hijrah di
Madinah. Betapa majemuknya

masyarakat Madinah saat itu yang
penuh rentan terhadap berbagai
permusuhan dan pertentangan. Untuk
menghilangkan rasatakut dari masya:
rakat, Nabi mengambil langkah —
langkah; mengajak mereka mem-
bangun Magid, membinapersatuan
dikalanganinternumeat I9dam dengan
jalan mempersaudarakan sesama
muslim, mengikat perjanjian damai
dengan seluruh penduduk nom
muslim, khusunyakaum Yahudi di
Madinah. Implementasi dari ke-
bebasan dari rasa takut dalam
penyed enggaran negaraada ah bagai-
mana rakyat dapat berpartisipasi
secara maksimal dalam upaya
pembangunan bangsa dan negara,
perlu diwujudkan suatu kondis yang
aman dan tentram, terbebas dari
segalamacam rasatakut, baik takut
terhadap penguasanyamaupun takut
terhadap ancaman musuh dari luar.

Konsep Negara Hukum dan Demo-
krasi

Berdasarkan uraian-uraian pada
materi sgjarah terbentuknyanegaradan
prinsip-prinsip dasar bernegara yang
dipaparkan di muka, maka bentuk
pemerintahan dalam Iam di dasarkan
padateori bahwalslam tidak terdapat
sistem pemerintahan yang baku. [Slam
hanyame etakkan seperangkat nilal yang
menjadi prinsip-prinsip dasar bagi

81 Sayid Sabiq, 1983, Figh Sunnah, Beirut; Dar a-Fikr, jilid I, hal. 176.

8 |bid.
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penyelenggaraan negara. Prisnip-pringp
yang dimaksud adalah persaudaraan,
persasamaan dan kebebasan. Ketiga
pring p tersebut merupakanimplementas
dari garantauhid daamIidam.

Prinsip persaudaraan sesama
manusia dalam kehidupan bernegara
berimplikas kepadatimbulnyapersatuan
yang kokoh dantoleransi beragamadi
antara warga negara yang majemuk.
Aplikas garan persaudaraan dimaksud-
kan agar penguasa memperlakukan
orang-orang yang dipimpinnyasebagai
saudara dan tidak boleh berbuat se-
wenang-wenang atau bersikap despotis
terhadap mereka.

Pringip persamaan antar manusia
berimplikas padapel aksanaan musya
warah dan ditegakkannya keadilan.
Penguasadalam mengambil keputusan
kenegaraan yang penting, harusterlebih
dahulu melakukan musyawarah dengan
wakil-wakil rakyat atau dengan orang-
orang yang dipandang ahli dalam bidang
tersebut. Penguasa semestinya mem-
perlakukan rakyat dengan adil tanpa
membedakan keturunan, kesukuan,
kekayaan maupun agama

Pring p kebebasan manusameng-
implementasikan kepada kebebasan
berpikir, dan kebebasan beragama. Oleh
sebab itu, hak-hak individu dijamin,
kepercayaan dan keyakinan warga
negaratetap dijunjungtinggi. Penerapan
ajaran kebebasan, khususnya ke-

bebasan berpikir dan menyatakan
pendapat dalam suatu negara dapat
mendorong negarabersangkutan untuk
maju, berkembang dan berperadaban.
Ajarankebebasanini, jugamenghendaki
agar warga negara dibebaskan dari
kelaparan dan ketakutan sehingga
merekadapat hidup dalamkondis yang
sgjahteradan tentram.

Berdasarkan ketigaprinsip dasar
di atas, makadalam hukum Idam tidak
mengena bentuk pemerintahan tertentu,
artinyaapapun sistem dan bentuknya,
asa kan sistem tersebut dapat menjamin
persamaan di antaraparawarganegara
nya, baik dalam hak maupun kewgjiban
mereka dan juga persamaan di muka
hukum. Di sampingitu, urusan negara
diselenggarakan dengan cara musya-
warah dengan berpegang padatatanilai
nilai mora dan etikayang digiarkan oleh
Islam bagi pengelolaan hidup ber-
masyarakat. Atasdasar prinsip musya-
warah, makapemerintahan ddam hukum
Islam terikat oleh kehendak rakyat,
larangan dan perintah Allah Swt. Oleh
sebab itu, pemerintahan nya bersifat
konstusional. Maksudnyatidak bersifat
absolut karena penguasa harus ber-
musyawarah dengan rakyatnya dan
terikat oleh hasil musyawarahnyadan
terikat pulaoleh apayang diwahyukan
dalam a-Qur’ an dan a-Sunnah.®

Hukum Islam tidak menentukan
bentuk maupun sistem pemerintahan,

8 Husain Haekal, “ al-Shiddig Abu Bakr “, dan Sayid Qutb “ al-* Adalah al-ljtimaiyyah “, dikutip

oleh Musda Mulia, Op.Cit. hal. 205.
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tetapi kalau dicermati implementasi dari
ketigaprins p persaudaraan, persamaan
dan kebebasan di atas, |ebih mengarah
atau sgjd an dengan S stem pemerintahan
yang bercorak demokratis. Hal ini dapat
dikemukakan alasan, yaitu : Pertama,
sejarah awal terbentuknya negara
Madinah sampai pada Khulafaurra-
syidin, kedudukan kepalanegaratidak
bersifat turun temurun dan tidak mem-
punyal kekuasanyang absolut melainkan
tunduk pada syari’at (konstitusinal).
Prinsip- ini, akhirnya diabaikan oleh
kepemimpinan Bani Umayah dan Bani
Abassiyah yang berakibat membawa
pemerintahannyaberbentuk monarkhi
dan bercorak absolut yang lebih banyak
dipengaruhi oleh unsur kebudayaan
barat. Kedua, dalam hukum Islam
terdapat sistem bai’at yang dapat
diartikan sebagai kedaulatan rakyat,
sebagaimanasistem demokrasi Barat.
Ketiga, pemerintahan Islam pada
awa nyasangat dipengaruhi oleh kebu-
dayaan Arab. BangsaArab sgjak dulu
dikend dengan bangsayang menjunjung
tinggi kemerdekaan individu. K ebebasan
sangat diharga oleh bangsaArab, hd ini
terbukti terdapat lembaga Dar al-
Nadwah di Makkah, tempat berkumpul
parakabilah arab untuk membicarakan
urusan kepentingan mereka, semacam
lembagaperwakilan rakyat sekarang.®
K ebijaksanaan Nabi tidak meng-
ubah sistem pemerintahan yang telah
berlaku di Arab pada masa itu, me-

8 |bid, hal. 220.

nunjukkan bahwa Islam menghargai
budayadantradis lokal, sslamakedua-
nyatidak bertentangan dengan dasar-
dasar Idam. Inilah sebabnya Idamyang
dibawaNabi Saw datang memperkuat
sstemdemokras tersebut.

Sistem pemerintahan bercorak
demokratis, yang ciri utamanyayaitu
urusan kenegaraan dil akukan atas dasar
musyawarah, di samping telah di-
praktekkan Nabi Saw sgjak pertama
hijrah dan selamamenetap di Madinah,
juga karena didasarkan pada firman
Allahsurat Ali Imran; 3: 159 dan surat
al-Syura; 42: 38. Ayat-ayat ini meng-
gjarkan bahwa segal aurusan termasuk
urusan kenegaraan harus didasarkan
pada prinsip musyawarah. Sistem
musyawarah mengakui prinsip-prinsip
persaudaraan, persamaan, dan ke-
bebasan. Ketiga prinsip ini adalah
sebagal pengejawantahan dari prinsip
demokras.

Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa sistem pe-
merintahan padamasaawal I1damyaitu
sejak hijrah Nabi Saw dan selama
menetap di Madinah lebih bercorak
demokratis. Prinsip demokratis me-
rupakan ciri utama sebagai negara
hukum. Karena dalam demokrasi ter-
dapat pengakuan prinsip persaudaraan
,persamaan dan kebebasan warga
negara. Pring p persamaan dan kebebas-
an yang bertumpu pada pengakuan dan
perlindungan hak-hak asas manusia
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dalam kepemerintahan Nabi tdlahtertulis
dalam konstitusi yaitu pada Piagam
Madinah. Khusus teori pemisahan
kekuasaan negara yaitu Eksekutif,
Yudikatif dan Legidatif, walupun belum
dikena oleh pemerintahan dimasaNabi,
namun Nabi telah mewujudkan dalam
pemerintahannya pembagian tugas
kenegaraan dengan cara mengangkat
orang-orang yang memenuhi syarat
dibidangnya Tercatat ddam sgjarahAli
bin Abi Thalib dan Mu’adz bin Jabal
adal ah duaorang diangkat Nabi sebagai
Qadi (Hakim) yang bertugasdipropins
yang berbeda, merekaini telah memenuhi
kualifikas tersebut. Ini memberi isyarat
bahwa jauh sebelum orang mengenal
pringip Peradilan Bebas, Nabi saw pada
abad ke 7 secara subtansial telah
mel aksanakan prinsip tersebut dalam
rangka menegakkan keadilan dan
kebenaran.® Terkait unsur pemisahan
negaraEksekutiuf, Yudikatif dan Legidatif
yang belum dikena dimasaNabi, tidak
menjadi persoalan, karenadalam suatu
negarahukum yang penting bukan atau
tidaknyapemisahan secaramuitl ak trias
politica, persoalannyaadal ah dapat dan
tidaknyaal at-al at kekuasaan negaraitu
terhindar dari praktek birokrasi dan
tirani &

Bertitik tolak dari hal itu, dapatlah
dipahami bahwa tuntunan al-Qur’an

mengenal kehidupan bernegaratidakiah
menunjuk kepada suatu model ter-
tentu.Oleh karenaitu, soal negaradan
pemerintahan |ebih banyak diserahkan
kepad ijtihad manusia. Namun dari
sinopsissgjarah Nabi daammemimpin
negara Madinah ada kecenderungan
kearah bentuk negararepublik demo-
Kratis dan ini lebih sejalan dengan
semangat a-Qur’ an.

Sistem pemerintahan ISamyang
mendasarkan kekuasaannya pada
prinsip-prinsip dasar persaudaraan,
persamaan dan kebebasan manusayang
merupakanimplikas dari garantauhid,
menurut para ahli politik 1slam dapat
dipandang sebagai konsep negara
hukum dalam Islam, dan ada yang
menyebut dengan istilah Nomokrasi
Islam. Nomokrasi |dam adal ah sebuah
negara, di manas stem pemerintahannya
didasarkan padaasas-asas dan kaidah-
kaidah hukum Idlam (syari’ ah), artinya
kekuasaan kepala negara didasarkan
kepada hukum-hukum yang berasal dari
a-Qur’ andan a-Hadits® Hukumyang
berasal dari d-Qur’ an maupun d-Hadits
yang berkenaan dengan penyd enggaraan
pemerintahan tidak rinci, tetapi hanya
menggariskan pringip-prins p dasarnya
yaitu persaudaraan sesama manusia,
persamaan antar manusiadan kebebasan
manusa

8 Muhammad Tahir Azhari, OpCit., hal.169-170
8 |smail Suny, 1978, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta; Aksara Baru, hal.49-50
8 Muhammad Tahir Azhari, Op.Cit., hal. 87-88. Lihat Rasyidi, Koreksi Terhadap Nurcholis Madjid

tentang Sekulerisme, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 84
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|stilahnegarahukum dalam hukum
Idamdengannama:”Nomokras Idam”,
boleh jadi diambil dari kata“Nomoi”
yang artinyapenyelenggaran negarayang
baik ialah didasarkan padapengaturan
(hukum) yang baik .2 Hukum yang baik
dalam konteks Islam adalah hukum
Syari’a (yang berasal dari Allah).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas,
makasebagal akhir tulisan, dapat diambil
kesmpulan sebagai berikut :

Pertama, bahwakonsep negara

di ddam Undang-Undang Dasar (kongti-
tus) negaratersebut menjamin adanya
persamaan dan kebebasan warganegara,
yang notabene adanyajaminan penga-
kuan dan perlindungan hak-hak asasi
warga negaranya. Adanya jaminan
pengakuan dan perlindungan hak-hak
asas warga negara dalam konstitusi
tersebut berimplikasi pada pel aksanaan
peradilan bebas sebagai cerminan
adanya penegakan keadilan hukum.
Kedua, konsep negarahukum dan
demokrasi konteks Indonesia, dilhat
secara makro® teoritis normative

hukum dan demokrasi dalam pemikiran
hukum Idam add ah sebuah negara, yang

dengan melihat rumusan pembukaan
UUD 1945 dineapertamadan keempat

8 sebuah konesp negara hukum dari filosuf Yunani yaitu Plato. Namoi artinya“ Undang-Undang”
atau “law” (lihat Ellydar Chaidir, 2007, Hukum dan Teori Konstitusi, Yogyakarta; Total Media, hal. 24.

8 Walaupun dalam amandemen UUD 1945 masih terdapat Pasal-Pasal yang krusial dan menjadi
kritikan dari pakar Hukum Tata Negara. Misalnya perubahan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang dirasa
ada“keganjilan”, yaitu tentang duakamar parlemen dalam sistem bikameral yang seharusnyakedudukan
dan fungsi masing-masing badan sedergjat, tetapi kenyataan masing-masing badan (MPR,DPR dan
DPD) mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri (Pasal 3 ayat [1-3], Pasal 20 ayat [1-5] Pasal
20A ayat[1-4], Pasal 22D ayat [1-4] ). Contoh lain kekuasaan DPR |ebih mendominasi (Pasal 20 ayat
[1-5] dan 20A ayat [-4] ). Ini belum sepenuhnyamencerminkan “ checks and balance” kekuasaan. Boleh
jadi ini sebagai “dendam politik” terhadap rezim Orde Baru, dimana DPR selalu “dikalahkan” oleh
kekuasaan atau kekuatan eksekutif (Presiden). Hasil amandemen UUD 1945 tentang hubungan Eksekutif
danlegidative masihterlihat “kabur”, artinyayang pada prinsi pnyamenganut asas pemisahan kekuasaan,
tetapi ridak dilakukan secara konsisten. Contoh lagi perubahan UUD 1945 tentang HAM, meskipun
terjadi perkembangan yang luar biasa dalam pengaturan HAM dibanding dengan UUD 1945 sebelum
amandemen, KRIS 1949, dan UUD 1950. Tetapi dalam amandemen itu belum terdapat pasal yang
mencerminkan asas bagi perlindungan HAM yang holistic, yang digali dari nilai ajaran agama untuk
menjadi imbangan bagi pandangan yang terlalu anthropocentris, pandangan-pandangan masyarakat
yang bersifat filosofis dan juga kenyataan yang ada pada masyarakat baik local maupun internasional.
Pasal lain yang masih krusial adalah 7B ayat 5,8 dan 7 : Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus
pendapat DPR tentang impeachmen terhadap Presiden yang masi h ditentukan ol eh mekanisme putusan
politik di MPR, yang dapat diduga kuat putusan MK bisa dianulir oleh MPR. Meskipun ini akan
menggeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hal ini menurut hemat penulis, eksistensi
negara hukum sangat tergantung atau ditentukan oleh kualitas, mentalitas dan budaya anggota wakil
rakyat. (bandingkan Ismail Suny, 1978, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta; AksaraBaru, hal .49-
50 : Terkait unsur pemisahan negara Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang belum dikenal dimasa
Nabi, tidak menjadi persoalan, karena dalam suatu negara hukum yang penting bukan atau tidaknya
pemisahan secara mutlak trias politica, persoalannya adalah dapat dan tidaknya alat-alat kekuasaan
negaraitu terhindar dari praktek birokrasi dan tirani)
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(rumusan Pancasila) , penjelasan UUD
1945 pasa 1 ayat 3, dan beberapapasal
pascaamandemen UUD 1945 Pasal 1
ayat 2, Pasal 4 ayat 1, Pasal 24 ayat 1,
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33
dan 34, tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar persaudaraan,
persamaan dan kebebasan yang mengacu
padagjaran tauhid dalam hukum Idam..

Namun dari segi empiris aplikatif,
pelaksanaan prinsip-prinsip dasar
kenegaraan tersebut belum optimal
(untuk tidak mengatakan masih jauh dari
sempurna) diamalkan oleh kalangan
pejabat negaramaupun rakyet biasaatau
dengan katalain masih banyak terjadi
pelanggaran “tauhid al-dusturiyyah”
(tauhid kongtitus).
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